
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Pengaruh kekuasaan presiden terhadap upaya menegakan kekuasaan
kehakiman yang merdeka, perspektif yuridis politis: suatu analisis lima
kedudukan presiden berdasarkan UUD 1945
Daniel Yusmic P. Foekh, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=76889&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Secara politis, UUD 1945 menganut ajaran don politico, yaitu pertama, kekuasaan negara sebagai

pernyataan kedaulatan hukum yang dalam hal ini adalah kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh

Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman; kedua, kekuasaan negara sebagai pernyataan kekuasaan

rakyat yang dilakukan oleh MPR selanjutnya dimandatkan kepada Presiden. Dalam Penjelasan Pasal 24 dan

Pasal 25 UUD 1945 dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas

dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka tidak dimaksudkan terlepas sama sekali dari kekuasaan lainnya. Oleh

karena itu, kekuasaan kehakiman perlu dijamin, sedangkan pada sisi lain, UUD 1945 memberikan

kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden. Yang dalam menjalankan kekuasaannya, ia mempunyai lima

kedudukan, yakni sebagai Kepala Pemerintahan; Kepala Negara; memegang kekuasaan membentuk undang-

undang (legislatif); memberikan grasi, amnesti dan abolisi (yudikatif) dan sebagai "Mandataris" MPR.

Dalam praktik ditemukan bahwa Presiden sebagai faktor penentuan arahnya kekuasaan kehakiman sehingga

perlu dilakukan upaya untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang merupakan syarat

negara hukum. Sebab selama kekuasaan kehakiman yang merdeka belum terwujud, negara hukum

(rechtsstaal) Indonesia tidak akan terwujud. Bagaimana mengatasinya? Pertama, perlu penataan kekuasaan

Presiden, kedua perlu ditinjau kembali semua produk perundang-undangan yang tidak menjamin kekuasaan

kehakiman, ketiga-sebaiknya hakim-Hakim yang direkrut diberi kedudukan sebagai pejabat negara, dan

bukan lagi sebagai pegawai negeri.
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